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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai 

tata cara pengelolaan aset tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka. 

Secara umum tahapan pengelolaan aset tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten 

Malaka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan Aset Tetap atau Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Malaka sebagai pembantu pengelola yang penerapannya telah 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

pengelolaan barang milik daerah adalah mengenai tahap perencanaan 

kebutuhan dan pnganggaran, tahap pengadaan, tahap penggunaan, tahap 

pemusnahan. Tahap penghapusan, tahap penatausahaan dan tahap 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian.  

2. Sedangkan tahapan pengelolan yang tidak sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik 

daerah adalah meliputi tahap pemanfaatan, tahap pengamanan dan 

pemeliharaan, tahap penilaian dan tahap pemindahtanganan. Dalam hal ini 

karena pada Dinas Kesehatn Kabupaten Malaka masih menggunakan 

Peraturan yang lama yaitu peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.  
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6.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, 

maka saran yang diberikan peneliti yaitu: 

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka agar dalam pengelolaan aset atau 

barang milik daerah dapat dilakukan secara maksimal, Dinas Kesehatan 

juga harus memperhatikan tahapan-tahapan pengelolaan yang belum 

optimal seperti pada tahap pemanfaatan, tahap pengamanan dan 

pemeliharaan, tahap penilaian dan tahap pemindahtanganan agar sesuai 

dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2020. 

2. Bagi peneliti selanjutnya agar lebih menguasai teori pengelolan aset tetap 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 mengenai 

Pengelolaan Aset Tetap dan menambah bentuk proses pengelolaan aset 

yang tidak hanya berfokus pada aset tetap daerah saja. 
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